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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Prabumulih berperaan aktif dalam rangka untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat demi mewujudkan
kepemerintahan yang baik (Good Govemnance), pelayanan prima kepada
masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, ini merupakan
bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Pemerintah Kota Prabumulih telah menindaklanjuti Undang-Undang
tersebut dengan membentuk lembaga atau instansi yang mengakomodir pelayanan
perizinan terutama di bidang perizinan yakni dari Unit Pelayanan Terpadu Satu
Atap (UPTSA) sampai dengan Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih.

Pemerintah Kota Prabumulih mendelegasikan kewenangan perizinan yang
ada di instansi lain ke DPMPTSP guna meningkatkan kualitas pelayanan dan
memudahkan koordinasi dengan stake holder, dan untuk menjawab berbagai
tantangan khususnya pada tataran implementasi pelayanan terhadap masyarakat
yang berdaya guna dan berhasil guna dimana dengan upaya Pelayanan
Pengaduan Masyarakat ini diharapkan optimalisaasi aktivitas pelayanan kepada

masyarakat di Bidang Perizinan dan dalam rangka mewujudkan good govermnance.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat disegala bidang baik dari
administrasi pelayanan maupun peningkatan kualitas pelayanan langsung terhadap
masyarakat, sebagai upaya untuk menjaring aspirasi dari masyarakat khususnya dj

bidang pelayanan perizinan di Kota Prabumulih.
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2. Tujuan
a. Mewujudkan good govermnance;
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BAB I
GAMBARAN UMUM

A. Profil Umum

Kota Prabumulih sebagai Kota Lintas Tengah Sumatera merupakan salah satu
pusat perkembangan Perekonomian daerah yang strategis. Kota yang berdiri pada
tahun 2001 ini telah menjelma menjadi Kota yang maju. Sesuai dengan Visi Kota
Prabumulih “Terwujudnya Kota Prabumulih Menjadi Kota PRIMA dan Berkualitas
Tahun 2023”. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya Pemerintah Kota
Prabumulih adalah dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)
yang selanjutnya menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kemudian
status kantor ditingkatkan lagi menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 dan
terakhir berasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih berganti nomenklatur

menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Prabumulih.

Salah satu tujuan pembentukan instansi yang mengkhususkan memberikan
pelayanan pembuatan perizinan tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian lebih besar

pada peran usaha mikro, kecil dan menengah.

Kemudian tujuan selanjutnya untuk mengurangi jumlah “perantara atay
Makelar” dalam pengurusan perizinan sehingga tidak ada negative transaction dan
dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh

pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, wakty penyelesaian

yang cepat dan biaya yang transparan.
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B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi DPMPTSP terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sekretaris Dinas;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Program dan Pelaporan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM, terdiri dari :

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM;
2. Kasi Perencanaan PM;

3. Kasi Deregulasi PM, dan
4. Kasi Pemberdayaan Usaha PM
d. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan PM, terdiri dari ;
1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan PM:
2. Kasi Pemantauan dan Pengawasan PM:
3. Kasi Pembinaan dan Pelaksanaan PM: dan
4. Pengeloaan Data dan Informasi PM
e. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari -
1. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
2. Kasi Pengembangan Promosi:
3. Kasi Sarana dan Prasarana Promosi; dan
4. Kasi Pelaksanaan Promosi PM
f. Bidang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan, terdiri dari :
1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Kasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Perdagangan;
3. Kasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Pembangunan; dan
4. Kasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Profesi Kesehatan.
g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari -

1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;

3. Kasi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan

4. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Kewenangan
Kewenangan DPMPTSP adalah

- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan

dan non perizinan ditingkat Pemerintah Kota;
Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan;

Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon:

4. Penyederhanaan prosedur perizinan;
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5. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama unsur lain
di lingkungan Pemerintah Kota;

6. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota

secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Visi DPMPTSP adalah "Terwujudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota
1A dan Berkualitas Tahun 2023”

Religius pada setiap Lini Kehidupan;
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Pemukiman yang

n serta Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur

atdengan  Menciptakan Seluas-luasnya
saha serta dengan Mementapkan Daya Saing
saha-usaha Ekonomi Lokal Inovasi Produk dan Jasa serta

Pengembangan Industri Kreatif.

SP adalah

elayanan dengan berpedoman pada Standar ¢
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BAB llI
PEMBAHASAN

A. Jenis Pengaduan
Tidak ada pengaduan

B. Waktu Penanganan Pengaduan
Tidak ada pengaduan

C. Tindak Lanjut Pengaduan
Tidak ada pengaduan

Bahwa pada Triwulan | (Satu) Tahun 2024 di Bidang Pelayanan dan

Perizinan tidak ada pengaduan dari masyarakat (NIHIL).



BAB IV
KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. KESIMPULAN
Pada Triwulan | Tahun 2024 di Bidang Pelayanan dan Perizinan tidak ada

pengaduan dari masyarakat (NIHIL). Maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Perizinan
yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Prabumulih memiliki Mutu Pelayanan dan Kinerja yang Baik, serta

pengguna izin yang berada di sekitar masyarakat telah melaksanakan prosedur perizinan

dengan baik.

2. PENUTUP

Laporan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di susun berdasarkan hasil Pengaduan dari

Masyarakat yang telah dilaksanakan selama bulan Januari-Maret Tahun 2024 pada
bagian pelayanan perizinan di DPMPTSP.

Demikian laporan ini di buat semoga ada manfaat khususnya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Instansi Pelayanan Publik Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

Wassalamualaikum warohmatullahibarohkatuh.

Prabumulih, Maret 2024

Tim Penyusun Laporan Pengaduan
Masyarakat di Bidang Perizinan
Ketua,

-

., M.Si YULI YURITA, SE
TAMA MUDA, IV/c PEMBINA, IV/a

NIP. 19660412 199312 1001 NIP. 19740714 200501 2 005
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